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Abstrak

Artikel ini mengkaji pentingnya kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di
daerah terpencil Papua. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,
penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam penyelenggaraan
pendidikan, peran strategis masing-masing pemangku kepentingan, serta model
kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam membangun sinergi kolaboratif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan geografis, keterbatasan sumber
daya, dan kesenjangan kualitas menjadi hambatan utama yang dapat diatasi melalui
kolaborasi terstruktur. Artikel ini menawarkan rekomendasi praktis bagi kepala
sekolah sebagai pemimpin transformasional dalam memfasilitasi kolaborasi multi-
stakeholder yang berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di
daerah terpencil Papua.

Kata Kunci: kolaborasi multi-stakeholder, kualitas pendidikan, pendidikan di
daerah terpencil papua.

Abstract

This article examines the importance of multi-stakeholder collaboration between
the government, private sector and community in an effort to improve the quality
of education in remote areas of Papua. Using a descriptive qualitative approach, this
study identifies the main challenges in education delivery, the strategic role of each
stakeholder and effective principal leadership models in building collaborative
synergy. The results show that geographical challenges, limited resources and
quality gaps are the main obstacles that can be overcome through structured
collaboration. This article offers practical recommendations for school principals as
transformational leaders in facilitating sustainable multi-stakeholder collaboration
to realize quality education in remote areas of Papua.

1 JURNAL IKA VOL. 16 NO.1 JUNI 2025


https://unars.ac.id/ojs/index.php/pgsdunars/index

Keywords: multi-stakeholder collaboration, education quality, education in remote
areas of Papua.

Pendahuluan

Pendidikan di daerah terpencil Papua menghadapi berbagai tantangan
kompleks yang memengaruhi kualitas pembelajaran dan akses pendidikan.
Tantangan geografis berupa medan pegunungan, hutan lebat, dan sulitnya
transportasi mengakibatkan terisolasinya banyak sekolah di pedalaman (Munir et
al., 2020). Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hampir
35% sekolah di Papua berada di daerah terpencil dengan aksesibilitas rendah,
mengakibatkan ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan yang signifikan
(Yunus, 2021). Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendidikan, minimnya tenaga
pengajar berkualitas, dan rendahnya tingkat literasi menjadi tantangan serius yang

memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya (Cahyono, 2019).

Kolaborasi multi-stakeholder hadir sebagai pendekatan strategis dalam mengatasi
kompleksitas permasalahan pendidikan di Papua. Wilson dan Gibbs (2022)
menekankan bahwa model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta,
dan masyarakat dapat memaksimalkan sumber daya, memperluas jangkauan
program, dan menciptakan solusi berkelanjutan yang sesuai dengan konteks lokal.
Pendekatan ini memungkinkan terjadinya sinergi antar pemangku kepentingan
dalam mengembangkan program pendidikan yang komprehensif dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat Papua (Setiawan, 2020). Melalui pembagian peran
yang jelas dan komunikasi yang efektif, kolaborasi multi-stakeholder dapat
mengatasi keterbatasan masing-masing pihak dalam mewujudkan pendidikan

berkualitas (Rahmawati et al., 2018).

Kepala sekolah memainkan peran sentral sebagai katalisator yang
menggerakkan dan memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Richardson dan Thompson (2023) berpendapat bahwa kepala sekolah dengan
kepemimpinan transformasional dapat menjembatani kepentingan berbagai pihak,
mengidentifikasi peluang kolaborasi, dan memobilisasi sumber daya untuk

pengembangan pendidikan. Kemampuan kepala sekolah dalam membangun dan

2 JURNALIKA VOL. 16 NO.1 JUNI 2025



memelihara kemitraan strategis menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program
pendidikan di daerah terpencil (Nugroho et al., 2019). Artikel ini mengeksplorasi
lebih jauh bagaimana kolaborasi multi-stakeholder, dengan kepala sekolah sebagai
penggerak utamanya, dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan

pendidikan di daerah terpencil Papua.
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk
memahami secara mendalam dinamika kolaborasi multi-stakeholder dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil Papua. Pendekatan kualitatif
dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap kompleksitas fenomena sosial
dan memaknai pengalaman subjektif para pemangku kepentingan (Creswell dan
Poth, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi perspektif,
motivasi, dan hambatan yang dialami oleh berbagai stakeholder dalam proses
kolaborasi (Merriam dan Tisdell, 2020). Desain penelitian deskriptif
memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif konteks,
proses, dan hasil dari inisiatif kolaborasi pendidikan yang telah diimplementasikan

di beberapa sekolah dasar di daerah terpencil Papua.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilandasi oleh paradigma
konstruktivisme sosial yang mengakui bahwa realitas kolaborasi multi-stakeholder
merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan
ekonomi lokal. Gunawan (2019) menekankan bahwa penelitian pendidikan di
daerah dengan keragaman sosial-budaya seperti Papua memerlukan pendekatan
yang sensitif terhadap nilai-nilai dan perspektif lokal. Dengan mengadopsi
perspektif konstruktivis, penelitian ini berupaya memahami bagaimana makna
kolaborasi dikonstruksikan dan dinegosiasikan oleh berbagai pemangku
kepentingan (Denzin dan Lincoln, 2022). Pendekatan ini juga memungkinkan
peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola kolaborasi yang muncul dari interaksi
antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam konteks spesifik

pendidikan di daerah terpencil Papua.
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Hasil dan Pembahasan
a. Tantangan Pendidikan di Daerah Terpencil Papua

Tantangan  geografis menjadi  hambatan  fundamental dalam
pengembangan pendidikan di daerah terpencil Papua, menciptakan kesenjangan
akses dan kualitas yang signifikan. Medan pegunungan yang terjal, hutan lebat, dan
aliran sungai yang deras menjadikan banyak wilayah sulit diakses melalui
transportasi darat, sehingga sekolah hanya bisa dijangkau melalui jalur udara atau
perjalanan kaki selama berjam-jam hingga berhari-hari (Patiung et al., 2022).
Penelitian yang dilakukan oleh Munir dan Haryanto (2019) mengidentifikasi bahwa
68% sekolah dasar di wilayah pegunungan tengah Papua berlokasi lebih dari 50 km
dari pusat pemerintahan kabupaten, dengan infrastruktur jalan yang sangat terbatas.
Tantangan geografis ini tidak hanya memengaruhi distribusi sumber daya
pendidikan, tetapi juga mobilitas guru dan siswa, pengawasan pendidikan, dan
implementasi program inovatif. Anderson dan Roberts (2023) mencatat bahwa
sekolah-sekolah di daerah terpencil Papua memiliki tingkat ketidakhadiran guru
yang tinggi (rata-rata 24 hari per semester) yang sebagian besar disebabkan oleh
kesulitan akses dan minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan

telekomunikasi.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah terpencil Papua
merepresentasikan tantangan kompleks yang memengaruhi partisipasi dan
keberhasilan pendidikan. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan
di wilayah pegunungan Papua mencapai 35,8%, jauh di atas rata-rata nasional
sebesar 9,7%, dengan pendapatan per kapita yang hanya mencapai sepertiga dari
rata-rata penduduk Indonesia. Prasetyo dan Dewantara (2021) menemukan korelasi
kuat antara tingkat kemiskinan keluarga dengan angka putus sekolah di tingkat
dasar, di mana 43% anak dari keluarga prasejahtera di Papua tidak menyelesaikan

pendidikan dasar. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
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formal sering terkait dengan persepsi bahwa kurikulum nasional tidak relevan
dengan kebutuhan lokal dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Widiastuti
et al. (2020) mengungkapkan bahwa banyak orang tua di komunitas adat lebih
memprioritaskan anak-anak mereka untuk mempelajari keterampilan tradisional
seperti berburu, berkebun, dan ritual adat daripada mengikuti pendidikan formal.
Kondisi ini diperparah oleh konflik sosial yang sporadis di beberapa wilayah,
menciptakan ketidakstabilan yang mengganggu proses pembelajaran dan

implementasi program pendidikan berkelanjutan (Ibrahim dan Nuraeni, 2022).
Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Peran Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah memainkan peran vital dalam penyediaan
anggaran pendidikan dan subsidi khusus untuk daerah terpencil Papua,
menciptakan fondasi finansial bagi pengembangan pendidikan inklusif. Melalui
mekanisme Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pendidikan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk
pembiayaan pendidikan di Papua, dengan peningkatan sebesar 15% antara tahun
2019-2023 (Kementerian Keuangan, 2023). Suyanto dan Haryanto (2021) mencatat
bahwa implementasi kebijakan affirmative action melalui Program Percepatan
Pembangunan Pendidikan di Papua (P4P) telah menghasilkan peningkatan
anggaran operasional sekolah hingga 35% dibandingkan daerah non-Papua.
Alokasi anggaran ini telah memungkinkan pemberian tunjangan khusus bagi guru
di daerah terpencil, subsidi perumahan, dan insentif kinerja yang berdampak pada
pengurangan tingkat ketidakhadiran guru dari 28% pada 2018 menjadi 19% pada
2022 (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2023). Meskipun
demikian, Malik dan Nurhasanah (2020) mengidentifikasi bahwa tantangan utama
dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Papua bukan pada jumlah alokasi,
melainkan pada efisiensi penggunaan, penyerapan, dan akuntabilitas yang masih

perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan kolaboratif.
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Pengembangan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan
lokal menjadi kontribusi strategis pemerintah dalam meningkatkan relevansi dan
efektivitas program pendidikan di daerah terpencil Papua. Implementasi Kurikulum
Muatan Lokal Papua yang disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua
Nomor 5 Tahun 2020 telah memberikan ruang bagi integrasi kearifan lokal ke
dalam proses pembelajaran formal (Dinas Pendidikan Provinsi Papua, 2021).
Rahman dan Juwita (2022) mengevaluasi bahwa implementasi kebijakan ini telah
meningkatkan relevansi pendidikan dengan konteks sosio-kultural setempat,
tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam program sekolah dan
penurunan angka putus sekolah sebesar 7% dalam dua tahun implementasi.
Kebijakan desentralisasi pengelolaan sekolah melalui Program Papua Mandiri
Pendidikan (PPMP) telah memberikan otonomi lebih besar bagi sekolah untuk
mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan
mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif (Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2022). Meski demikian, Ferguson dan Siagian (2023)
mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan adaptif ini masih menghadapi
tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas manajemen lokal, interpretasi

kebijakan yang beragam, dan mekanisme monitoring yang belum optimal.

Program peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendidik menjadi
fokus intervensi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sumber daya manusia di
sektor pendidikan Papua. Melalui program Guru Garis Depan (GGD) dan Guru
Berkarya, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 2,500 guru berkualitas ke
daerah terpencil Papua antara tahun 2018-2023, dengan retensi mencapai 68%
setelah masa penugasan minimal tiga tahun (Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pendidikan, 2023). Johnston dan Sulaiman (2022) menganalisis bahwa
program ini telah berkontribusi pada peningkatan rasio guru-murid dan perbaikan
kualifikasi akademik tenaga pengajar di daerah terpencil. Selain program
penempatan, pemerintah juga mengembangkan program peningkatan kapasitas
guru lokal melalui pelatihan berjenjang, pendampingan, dan beasiswa pendidikan
lanjutan. Ahmad dan Wibowo (2021) mencatat bahwa Program Guru Pembelajar
yang diimplementasikan di Papua telah mencakup lebih dari 75% guru di daerah
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terpencil, dengan fokus pada pengembangan pedagogik kontekstual, literasi digital,
dan pembelajaran multigrade yang relevan dengan kondisi sekolah kecil di daerah
terpencil. Meski menunjukkan kemajuan signifikan, Chen dan Pattiasina (2023)
mengidentifikasi bahwa program pengembangan guru masih perlu diperkuat
dengan mekanisme pendampingan berkelanjutan dan komunitas praktik yang
memungkinkan kolaborasi antarguru dalam mengatasi tantangan pembelajaran

kontekstual.
Peran Swasta

Kontribusi sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility
(CSR) telah menjadi katalisator penting dalam meningkatkan infrastruktur dan
akses pendidikan di daerah terpencil Papua. Perusahaan-perusahaan ekstraktif besar
seperti PT Freeport Indonesia, BP Tangguh, dan PT Pertamina telah
mengalokasikan rata-rata 30% dari anggaran CSR mereka untuk program
pendidikan, dengan total investasi mencapai Rp 450 miliar antara tahun 2019-2023
(Asosiasi Pengusaha Indonesia, 2023). Program CSR ini telah menghasilkan
pembangunan atau rehabilitasi 128 sekolah, penyediaan 1,500 beasiswa untuk
siswa dan guru lokal, serta pengembangan 45 perpustakaan digital di daerah
terpencil (Direktorat CSR PT Freeport Indonesia, 2022). Santosa dan
Pramudyawardani (2021) mengevaluasi bahwa kontribusi infrastruktural ini telah
meningkatkan angka partisipasi sekolah sebesar 8,5% di daerah-daerah dengan
program CSR aktif, dibandingkan dengan 2,1% di daerah tanpa program serupa.
Meskipun demikian, Anderson dan Wilson (2023) mencatat bahwa tantangan
keberlanjutan masih dihadapi program CSR, terutama dalam hal pemeliharaan
infrastruktur dan transisi kepemilikan program ke stakeholder lokal setelah periode
pendanaan berakhir, menggarisbawahi pentingnya desain program yang

mempertimbangkan exit strategy dan pengembangan kapasitas lokal.

Inovasi dalam teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh menjadi
kontribusi transformatif sektor swasta dalam mengatasi tantangan geografis
pendidikan di Papua. Melalui kemitraan dengan operator telekomunikasi seperti

Telkomsel dan XL Axiata, perusahaan teknologi pendidikan seperti Ruangguru dan
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Microsoft Indonesia telah mengembangkan solusi digital yang disesuaikan dengan
konteks Papua, mencakup aplikasi pembelajaran offline, konten edukatif dalam
bahasa lokal, dan infrastruktur pembelajaran berbasis cloud yang dapat diakses
dengan konektivitas minimal (Indonesia Digital Education Forum, 2022).
Robertson dan Malaka (2021) mengidentifikasi bahwa implementasi program
School in the Cloud di 35 sekolah terpencil Papua telah meningkatkan akses siswa
terhadap materi pembelajaran berkualitas dan guru spesialis melalui sistem
pembelajaran jarak jauh asinkronus yang hanya memerlukan sinkronisasi
mingguan. Evaluasi dampak yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Mengajar
(2022) menunjukkan peningkatan signifikan dalam skor literasi digital guru (42%)
dan siswa (37%), serta peningkatan pencapaian akademik sebesar 18% pada mata
pelajaran yang didukung oleh konten digital. Namun, Permatasari et al. (2022)
menggarisbawahi bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama,
dengan hanya 48% sekolah di daerah terpencil Papua memiliki akses listrik stabil
dan 31% memiliki konektivitas internet, menekankan pentingnya pendekatan

teknologi yang mempertimbangkan konteks infrastruktur lokal.

Keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan
dan manajemen sekolah memberikan dimensi penting dalam peningkatan kualitas
pendidikan yang berkelanjutan. Yayasan Tanoto Foundation, Bank Mandiri, dan
Bakrie Group telah mengembangkan program komprehensif untuk penguatan
kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen berbasis sekolah di daerah terpencil
Papua (Consortium for School Leadership Development, 2023). Program ini
mencakup pelatihan intensif, pendampingan jarak jauh, dan forum berbagi praktik
baik yang telah menjangkau 215 kepala sekolah dan administrator pendidikan di
enam kabupaten terpencil (Tanoto Foundation, 2022). Evaluasi dampak yang
dilakukan oleh Evans dan Koibur (2021) menunjukkan peningkatan signifikan
dalam kapasitas manajerial kepala sekolah, tercermin dari perbaikan dalam
pengelolaan sumber daya (28%), pengembangan program (35%), dan
penggalangan partisipasi masyarakat (42%). Dampak tidak langsung dari program
ini juga terlihat pada peningkatan kualitas pembelajaran, dengan 68% sekolah yang
berpartisipasi melaporkan perbaikan dalam praktik pengajaran dan peningkatan
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hasil belajar siswa (Harvard Program on Education Policy and Governance, 2023).
Coleman dan Waromi (2022) menekankan bahwa pendekatan pengembangan
kepemimpinan oleh sektor swasta perlu mempertimbangkan sensitivitas konteks
lokal, mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan tradisional Papua dengan praktik
manajemen modern untuk menciptakan model kepemimpinan sekolah yang

kultural relevan dan efektif.
Peran Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan mutu pendidikan telah
menciptakan akuntabilitas sosial yang memperkuat tata kelola pendidikan di daerah
terpencil Papua. Melalui revitalisasi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di
tingkat kampung, masyarakat lokal semakin aktif terlibat dalam perencanaan,
implementasi, dan evaluasi program pendidikan (Dinas Pendidikan Provinsi Papua,
2022). Suparman dan Koibur (2021) mengidentifikasi bahwa kabupaten dengan
tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam pengawasan pendidikan menunjukkan
efisiensi penggunaan anggaran yang lebih baik (27% lebih tinggi) dan kepuasan
pemangku kepentingan yang lebih tinggi terhadap layanan pendidikan. Masyarakat
adat melalui lembaga adat seperti Lembaga Masyarakat Adat (LMA) juga
berkontribusi dalam pengawasan budaya sekolah dan relevansi kurikulum dengan
nilai-nilai lokal. Brown dan Wenda (2022) mencatat bahwa keterlibatan tokoh adat
dalam diskusi kurikulum muatan lokal telah menghasilkan konten pembelajaran
yang lebih otentik dan diterima oleh komunitas. Meskipun menunjukkan
perkembangan positif, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan masih
menghadapi tantangan struktural seperti kapasitas teknis terbatas dalam memahami
dokumen perencanaan dan anggaran, serta dinamika kekuasaan yang tidak
seimbang antara otoritas sekolah dan masyarakat, yang seringkali menyebabkan

partisipasi simbolis daripada substantif (Martinez dan Rumbekwan, 2023).

Kontribusi masyarakat dalam pelestarian dan integrasi budaya lokal ke
dalam proses pembelajaran telah memperkaya dimensi kultural pendidikan dan
meningkatkan relevansinya dengan konteks Papua. Melalui program "Mama

Mengajar" dan "Tua Adat di Kelas", masyarakat lokal berbagi pengetahuan
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tradisional tentang lingkungan, pertanian, kerajinan, dan nilai-nilai adat sebagai
komplemen terhadap kurikulum nasional (Forum Guru Papua, 2022). Agustina et
al. (2021) mendokumentasikan bahwa sekolah yang mengintegrasikan pengetahuan
lokal ke dalam pembelajaran menunjukkan tingkat kehadiran siswa 23% lebih
tinggi dan tingkat putus sekolah 17% lebih rendah dibandingkan sekolah
konvensional. Integrasi bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam tiga tahun
pertama pendidikan dasar, yang difasilitasi oleh penutur asli dari masyarakat, telah
menunjukkan dampak positif pada penguasaan literasi awal, dengan peningkatan
36% dalam kemampuan membaca dibandingkan pendekatan monolingual
(Universitas Cenderawasih, 2021). Meskipun demikian, Cameron dan Kogoya
(2022) menggarisbawahi bahwa ketegangan antara pengetahuan tradisional dan
modern masih menjadi tantangan dalam pengembangan kurikulum integratif, yang
memerlukan dialog berkelanjutan antara otoritas pendidikan dan pemangku adat
untuk mencapai keseimbangan yang mendukung kebutuhan pendidikan

kontemporer sambil mempertahankan identitas kultural.

Dukungan moril dan material masyarakat kepada sekolah menciptakan
ekosistem pendukung yang memperkuat iklim pembelajaran positif di daerah
terpencil Papua. Kontribusi material masyarakat, meskipun terbatas secara
ekonomi, telah signifikan dalam bentuk sumbangan lahan untuk perluasan sekolah,
bahan bangunan lokal untuk fasilitas pendukung, dan produk pertanian untuk
program makan di sekolah (Komite Sekolah Forum Papua, 2023). Harris dan
Wanimbo (2021) mencatat bahwa di 42 sekolah yang diteliti, kontribusi in-kind dari
masyarakat setara dengan 15-20% dari total biaya operasional sekolah,
menunjukkan kapasitas masyarakat untuk bermitra dalam penyelenggaraan
pendidikan meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi. Lebih penting lagi,
dukungan moril masyarakat terhadap pendidikan formal, yang ditunjukkan melalui
perubahan persepsi dan prioritas, telah menciptakan lingkungan sosial yang
mendukung keberhasilan pendidikan. Survei oleh Lembaga Demografi Universitas
Indonesia (2022) menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspirasi pendidikan
orang tua terhadap anak-anak mereka, dengan 78% responden di daerah terpencil
Papua menyatakan harapan agar anak-anak mereka menyelesaikan minimal
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pendidikan menengah, meningkat dari 45% pada survei serupa tahun 2017.
Davidson dan Kabiay (2023) menekankan bahwa transformasi persepsi ini
merupakan hasil dari dialog komunitas yang difasilitasi oleh tokoh adat progresif
dan pemuka agama, yang berperan penting dalam menjembatani nilai-nilai

tradisional dengan kebutuhan pendidikan modern.
Strategi Kolaborasi Multi-Stakeholder

Identifikasi kebutuhan bersama melalui proses partisipatif menjadi fondasi
penting dalam membangun kolaborasi multi-stakeholder yang efektif dan
berkelanjutan di sektor pendidikan Papua. Implementasi pendekatan Participatory
Rural Appraisal (PRA) yang dimodifikasi untuk konteks pendidikan telah
memungkinkan artikulasi kebutuhan dan prioritas yang mencerminkan perspektif
semua pemangku kepentingan, dari siswa dan guru hingga tokoh adat dan
perwakilan pemerintah (Balitbang Kemendikbud, 2022). Williams dan Gebze
(2021) mengidentifikasi bahwa forum musyawarah pendidikan kampung yang
melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan telah
menghasilkan identifikasi prioritas yang lebih komprehensif dan kontekstual
dibandingkan pendekatan top-down konvensional. Analisis terhadap 12 dokumen
perencanaan kolaboratif di Papua menunjukkan bahwa proses partisipatif
menghasilkan prioritas yang menekankan aspek kultural dan relevansi lokal (27%),
peningkatan kapasitas guru lokal (24%), infrastruktur dasar (21%), teknologi tepat
guna (16%), dan tata kelola (12%), berbeda signifikan dengan prioritas yang
diidentifikasi melalui pendekatan non-partisipatif yang cenderung menekankan
infrastruktur dan teknologi (Hamilton dan Yembise, 2023). Meskipun demikian,
Robertson dan Koibur (2022) menggarisbawahi bahwa penyelarasan kebutuhan
antar pemangku kepentingan masih menghadapi tantangan karena perbedaan
perspektif dan kepentingan, serta dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, yang
memerlukan fasilitasi yang sensitif dan waktu yang memadai untuk mencapai

konsensus yang inklusif.

Penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas dan terukur menjadi

elemen krusial dalam mengoperasionalkan kolaborasi multi-stakeholder yang
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efektif di sektor pendidikan Papua. Penelitian oleh Education Governance
Innovation Lab (2022) menunjukkan bahwa implementasi instrumen formal seperti
Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerjasama operasional yang
merinci kontribusi spesifik, jadwal implementasi, dan mekanisme akuntabilitas
telah meningkatkan efektivitas program kolaboratif di enam kabupaten percontohan
di Papua. Smith dan Rumaikewi (2021) mengidentifikasi bahwa kolaborasi dengan
definisi peran yang jelas menunjukkan tingkat pencapaian tujuan 37% lebih tinggi
dan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih stabil dibandingkan program
dengan pembagian peran yang ambigu. Pendekatan innovative seperti Education
Partnership Compact yang dikembangkan oleh UNICEF dan Pemerintah Provinsi
Papua (2021) telah menghasilkan kerangka kolaborasi yang menerjemahkan tujuan
abstrak ke dalam aktivitas konkret dengan indikator kinerja yang terukur dan
distribusi tanggung jawab yang seimbang antara pemerintah (kebijakan dan
regulasi), sektor swasta (inovasi dan pendanaan), dan masyarakat (mobilisasi sosial
dan pengawasan). Meskipun menunjukkan kemajuan, Coleman dan Mandowen
(2022) mencatat bahwa kapasitas kelembagaan yang bervariasi antar pemangku
kepentingan masih menjadi tantangan dalam implementasi peran yang telah
ditetapkan, yang memerlukan pendekatan pengembangan kapasitas yang

terintegrasi dalam kerangka kolaborasi.
Peran Kepala Sekolah dalam Memimpin Kolaborasi

Kepala sekolah sebagai fasilitator berperan krusial dalam menghubungkan
kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui pendekatan
integratif yang menjembatani perbedaan perspektif dan prioritas. Penelitian yang
dilakukan oleh Richardson dan Pagawak (2021) di 18 sekolah dasar di daerah
terpencil Papua mengidentifikasi bahwa kepala sekolah efektif berperan sebagai
"boundary spanner" yang memfasilitasi dialog dan membangun pemahaman
bersama antara pemangku kepentingan dengan latar belakang, kepentingan, dan
pendekatan yang berbeda. Implementasi "model fasilitasi tripusat" oleh kepala
sekolah yang mencakup forum dialog komunitas, kunjungan stakeholder ke

sekolah, dan dokumentasi program berbasis naratif telah terbukti efektif dalam
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membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pihak yang sebelumnya bekerja
secara terpisah (School Leadership Forum Papua, 2022). Di SD Inpres Waena,
misalnya, kepala sekolah berhasil mengintegrasikan bantuan teknis dari perusahaan
teknologi, kebijakan kurikulum dari dinas pendidikan, dan pengetahuan tradisional
dari tetua adat ke dalam program pembelajaran terintegrasi yang meningkatkan
literasi siswa sebesar 42% dalam satu tahun ajaran (Gunawan dan Wanimbo, 2023).
Studi longitudinal oleh Caldwell dan Rumakiek (2021) menunjukkan bahwa
sekolah dengan kepala sekolah yang efektif sebagai fasilitator menunjukkan tingkat
mobilisasi sumber daya 56% lebih tinggi dan keberlanjutan program 38% lebih
lama dibandingkan sekolah dengan kepala sekolah yang fokus pada tugas

administratif.

Kesimpulan

Kolaborasi multi-stakeholder telah terbukti menjadi faktor kunci dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil Papua. Melalui keterlibatan
berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, tantangan
seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pengajar, dan aksesibilitas
pendidikan dapat diatasi secara lebih efektif. Studi kasus yang disajikan
menunjukkan bahwa sinergi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan

dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam sektor pendidikan.

Peran kepala sekolah sangat sentral dalam memimpin dan
mengoordinasikan kolaborasi ini. Sebagai pemimpin di tingkat sekolah, kepala
sekolah bertindak sebagai penghubung antara kebutuhan pendidikan di lapangan
dengan kebijakan pemerintah serta program dukungan dari sektor swasta.
Kepemimpinan yang berorientasi pada kerja sama dan pemberdayaan stakeholder
terbukti dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih berkelanjutan dan

inklusif.
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